PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 10 TAHUN 1964
TENTANG
PAN TI A NEGARA BAPPENAS LRUSAN SUMBER SUMBER PEIVBI AYAAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang: bahwa perlu diatur lebih lanjut Panitia-panitia tetap tersebut
didal am Penetapan Presiden Republik Indonesia MNonor 12 tahun 1963
(di senpur nakan), pasal 16 ayat (3);

Mengi ngat :

: Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

Ketetapan MP.R S. Nonor |V tahun 1963;

Peraturan Presiden Nonor 4 dan 5 tahun 1962 (disenpurnakan) jo
Keput usan Presi den Nonor 232 tahun 1963;

Penet apan Presi den Nonor 12 tahun 1963 (di senpur nakan);

A wpp

Menper hat i kan:
Saran-saran Menteri U usan Perencanaan Penbangunan Nasi onal :

MEMUTUSKAN :
Menet apkan:
PERATLIRAN PRESIDEN REPUBLI K | NDONESIA TENTANG PAN TI A NEGARA  BAPPENAS
URUSAN SUMBER SUMBER PEMBI AYAAN
Pasal |I.
1. Menbentuk sebuah PANTIA NEGARA BAPPENAS RUISAN  SUMBER SUMBER

PEMBI AYAAN di dal am | i ngkungan BAPPENAS yang bertanggung j anab kepada
P npi nan BAPPENAS dan selanjutnya dalam Peraturan ini disebut

Paniti a.
Pasal 11.
2. Tugas Panitia adal ah:
a. Mengaj ukan saran-saran perbai kan pada rencana penbi ayaan
penbangunan;
b. Memkirkan fasilitas-fasilitas rmana  nengenai penyal uran

keuangan yang harus diberi kan kepada proyek-proyek penbangunan
unt uk nenyenpur nakan pert unbuhannya;

C. Mengaj ukan saran-saran nengenai pengawasan penggunaan bi aya
penbangunan;

d. Mengaj ukan saran-saran nengenai  penger ahan, penggunaan dan
pengawasan nodal nasyar akat ;

C. Mengaj ukan saran-saran nengenai . penggal i an sunber - sunber baru
bagi penbi ayaan penbangunan;

d. Mengaj ukan saran-saran nengenai  penger ahan, penggunaan dan
pengawasan nodal mnasyar akat . ;

e. Mengaj ukan saran-saran nengenai penggal i an sunber - sunber baru
bagi penbi ayaan penbangunan;

f. Mer unuskan si stimanggaran yang set epat -t epat nya;

g. Menyar ankan cara-cara neningkatkan nilai riil dari hasil sunber



10.

11.

pendapat an Penerintah pada unumya;

h. Menyarankan cara-cara untuk nenperbesar "invesnent" yang
berfungsi nenai kkan biaya penbangunan dan nenyusun strategi
i nvest asi pada unumya;

i Menghi tung dan neneliti bagi an penbangunan yang dapat di bi ayai
dari pinjaman luar negeri dal ambentuk "production sharing" dan
bent uk- bent uk | ai nnya;

] . Menyarankan cara-cara untuk nenai kkan pendapatan Negara
nengenai al at-al at penbayaran |uar negeri dan nenghitung efek-
ef ek kegi at an penbangunan t er hadap pendapat an tersebut ;

k. Mer unuskan si stim per paj akan yang neni nbul kan "incentives" akan
tetapi dibalik itu nencegah penborosan nodal guna hal - hal yang
tidak produktif;

l. Menyarankan cara-cara pemungutan pajak yang se-efektif-
ef ekti f nya.

Pasal I11.

Pani tia di beri wewenang unt uk:

a. Mem nt a kepada | nst ansi -i nst ansi dan Lenbaga- | enbaga
Pererintah/ Saasta, untuk nenjal ankan sesuatu tugas eksekutip
yang hasi | nya di perl ukan unt uk pel aksanaan Tugas Paniti a;

b. Memnta segala keterangan nengenai hal-hal yang ternasuk
tugasnya dari segenap instansi dan Lenbaga Penerintah/ Snaast a,
bai k secara tertulis rmaupun secara |isan.

Pasal |V.

Panitia diketuai oleh seorang tenaga ahli dari dalam ataupun dari
| uar BAPPENAS.

Ketua Panitia di bantu ol en Vékil Ketua.

Ket ua dan Wki| Ketua nerangkap nenjadi anggot a.

Pasal V.

Anggot a-anggota Panitia terdiri atas para ahli dalam persoal an
sunber - sunber penbi ayaan.

Jumah anggota sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang, yang
pengangkat annya di | akukan dengan Surat Keputusan P npi nan BAPPENAS.

Pasal M.

Atas usul Panitia, Pinpinan BAPPENAS dapat nenbentuk teamteam kerja
unt uk nenj al ankan kegi at an-kegai tan tertentu guna nenbantu Panitia.

Pasal M 1.
Panitia nenpunyai sebuah Sekretariat yang terdiri atas seorang
Sekretaris di bantu ol eh beberapa orang tenaga ahli dan beberapa orang
tenaga penbantu, yang senmuanya ternasuk staf pegawai BAPPENAS

Pasal MI1.

Penbi ayaan Pani tia di bebankan atas Anggaran BAPPENAS.



12.

13.

PASAL | X
Segal a sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau
nener | ukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan-
peraturan Menteri Wusan Perencanaan Penbangunan Nasi onal .

Pasal X

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang nenget ahui nya neneri nt ahkan pengundangan Per at ur an
Presi den i ni dengan penenpatan dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 NMaret 1964.

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Ttd.

SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 NMaret 1964.
SEKRETAR S NEGARA,

Ttd.

MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NCMIR 26



